
a. bahwa anggaran untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun ~ 
Anggaran 201 7 belum cukup tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / 

Bombana Tahun Anggaran 201 7, maka perlu landasan operasional pelaksanaan program kegiat~ 

BUPATI BOMBANA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOM1BANA NOMOR 60 TAHUN 20161 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 20171 

TENTANG 

NOMOR L\"" TAHUN 2017 

PERATURANBUPATIBOMBANA 

BUPATI BOMBANA 

•' 

Menimbang 



'~ 
I 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.,2::9 

2. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indbnesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf d perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 

2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1lahun Angganan 2017. 

b. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan dalam 

Anggaran enciapauan dan Betanja Daerari atau Le ah menganggarankan Anggaran ericiapatan. an 

Belanja Daerah tetapi belum cukup sesuai dengan kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan 

pendanaan kegiatan pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan melalukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya diusulkan dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 

t rs bu ; 



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ~ 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Repu_Wik I~ 
Indonesia Nomor 5049); P" 

8. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~438); 

7. 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3439); 

~ id ... c 

3. Undang-Undang Nomor 29 ahun 2003 tenta.ng P mb ntukan Kabupa n B mbana, Kabupaten 

Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara I. 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia ~/ 

Noman 4575); t7' 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang omo 12 ahun 2011 t ntang P mb ntukan P ra uran Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
C::0 4); 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Ne~a 

Republik Indonesia Nomor 4738); # 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuru 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanaru Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
R p b · T db f" ia 1\J 'Tinr 4C,7~ e-b irnan t~ Ar r!i111-) h r!Pn an Ppr~t-11rRn PPmPrintRh Nmnor 

65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i0 Nornor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

ntang Sistem Info ma i Ke a gan Dae ah me intah Nomo 56 Tahun 2005 13. eratu an 



23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Ne~ra 

Republik Indonesia Nomor 5165); # 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20i0 tentang Tata Cara Pemberian darn Pemanfaatan 

lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retnibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

18. Peraturan Pemerintah omo 2 Tahun 2008 t ntang P ny 1 nggaraan Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 



30. 

29. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2016; [ 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ~ 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Ny '/ 

28. Peraturan Ptesiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4! Tahun 

2015 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 

Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257); 

24 Peratur=» P .m .rint;:ih Nomor ~l Ta h u n 2011 tenta.ng Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia i'ahun 2011 1 omor ;:,1_:;, ambahan Lernbaran J egara Kepub ik indonesia 

Nomor 5219); 



Walikota; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 201J5 ten tang Pengelolaan Dana Kegiatan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
/ 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya 

Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 

P nghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 

Barang Milik Daerah; 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2011 e tang Pe bahan Kedua Atas Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 13 Norn r 21 Tah 



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 60 TAHUN J 

2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ~ DAERAH TAHUN ~ 

ANGGARAN2017 / 

MEMUTUSKAN : 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV /2017 tanggal 26 April 2017 

40. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

Tahun Anggaran 2017; 

3·1. Peraturan Menten Ualam 1 egen Nomor Ji ahun 2U10 teruarig e<lomau euyusuuau A BD 

36. Peraturan Menteri Dalam ege 1 omo 80 Tahun 2015 t ntang P mb n ukan Produk H k m 

Daerah: 

Menetapkan 

Memperhatikan 



1. Pendapatan Daerah :Rp. 790.351.238. 916,00 
a. Pendapatan Asli Daerah :Rp. 37.895.370.916,00 
b. Dana Perimbangan :Rp. 579.524.114.000,00 
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :Rp. 172.931.754.000,00 

2. Belanja Daerah :Rp. 796.351.238.916,00 
a. Belanja Tidak Langsung :Rp. 481.043. 774.576,00 

1) Belanja Pegawai :Rp. 310.917.001.522,00 
2) Belanja Bunga :Rp. 0,00 
3) Belanja Subsidi :Rp. 30.000.000,00 
4) Belanja Hibah :Rp. 18.465. 945.000,00 
5) Belanja Bantuan Sosial :Rp. 6.543.000.000,00 
6) Belanja Bagi Hasil :Rp. 0,00 
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 

~ 

Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik :Rp. 144.287 .828.054,00 
8) Belanja Tidak Terduga :Rp 800.000.000,06 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 terdiri atas: 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut . 

Beberaoa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran 
of'.., '""p'lh ..:i.,r Rf>h11j'l f'-;:if>r,;=,t-, 'l'Rt-,iin A.nggAri=n"' ')() 17 rl111hAh ~~hRgRi h~riknt· 

Pasal I 


